
Menimbang : a. bahwa datam rsngka melaksanakan ketentuan
Passl 2, Paul 3, fasal6. Pasa' 8 dan :pasal 9
Peraturan Ment$ri Keuangan Nomor :
230IPMK07flQ10 ~ntang,Alokasi Dana Otonomi
Khusus Provln$i P~ua dan Provinsi PaplJa Barat
serta Dana' Tambahan lmrastruirtur Provinsi
Papua dan Pr.ovinsjPapua Barat Tat)un Anggaran
2011, -rna~ perlu ditindaktanjuti deng~n
Peraraturan a~bemur Papua Bara!;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada hUM a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Papua Barat tentang Ak>ka$i Dana Otonomi
Khusus dan Oana tambahan ·Jnfrastruktut Tatum
Anggaran 2011;

GUSERNUR PAPUA BARAT,.

DENGAN RAHMAT TUHAN:YANG MAfIA ESA
•

~ENTAN·G

ALOKASIDANA OTONOMI KHUSUS,DAN~DANA TAMBAHAN
" INFRA$;TRUKTUR

TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR PAPUA BAllA"
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900fSn11l2011·TAMUN 2011



---------------------

Mengingat : 1. UndaOQ--Undang Nornor- 45· Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi 'rial''' Jaya' Tengah.
ProVinsi Irian; Jaya Barst, .Kabupaten Papist,
Kabupaten' Mbnika., Kab~paterl Puncak Jaya, dan'Kau.' Sarong, (LembSrarl Negara'. A8pubUk
Indone$i8' Tabun' 1999 Nomor 1'73'. Tambahan
Lembaran Negara: Repubfik Indofl8$ia .Nomor
3894) sebagaimana telah: ditibab d$n.gan, lIodangr .
undang Nom~lr5 Tahun 2000 tentantl PeRJbanan
atas Undang:-undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pem~ntukafl Provinsi1lrian la,ya Tengah.
Provinsi Jrian Jaya Baret, K~bupat~, Panis;)•
.Kabupaten 'Mimiki. Kabupaten Puneak J$ya dan
Kota Sorong (lem~n Negara Repubfik
Indonesia Tahun 2000 NOmOf 72.. Tambahan
Lembaran Negara Republik IndofleSia Nomor

. 3960) sesuai Putusan M~kamah. Konstitusi
Republik Indonesia.Nomor 01:81PUU-fI2003;

2. Undang-Und~angNomor 21 T$hun 2001 tentang
Otonomi Khus~s bagi Provinsi Papua (ler,nbaran:
Negara Republik IndOne~a Tahun 2001 .Nomer
135, Tambahan Lembaran Neg~a Republik
IndoneSia Nomor 4151); seQag8iman~ te'ah
diubah dengall Undang-Undang, Nomor 3& 'T~hun
2008 tentang; Penetapan Perat~rat) Pemerintah
Pengganti Uncfang-lJn(Iang NQl1'lor1 Tahun 20Q8
tentang Perubahan Undang-U.nd~ng Nomor 21
Tahun 2001 tentang OtonOini KhusuS bagi
Provinsi Papua menJadi Undang-Undang
(Lembaran N~ra Republik .1~on~Sia Tahl,Jn
2008 NoCl1Of112, Tambahan Lemoaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuan89" Negara (Lembaran Neg~ra Repub"k
Indonesia Tahun 2003 Nomar 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahara~n Negara (Lembaran Nagata
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahao Lernbaran Negara Repubtif<In(Jonesis
No~r4355);



5~ ;Q1dang4Jndang· HomOr 10 Tatwn, 2004 tenlang:
Penlbentukan· Peraitdn, PerundaRg-undangaJl
(Lembafan: Negara Repubfik Indonesia r...., 2004
tqnor 33~T~; l-e",baran Negara Republik
IndbnesiaNOIllOf4389);

6~ ~ndangi NomoI' 1:5, Tatwo, 2004. tentangt
PetnenKsaan, ..Peng3'olaarl dan:·Pertanggungj$W8bani
Keuangan Negara: (lembafan 'Negaraj ·Republik
fndonesicai Tahull 2004' Nomo£ .. 66~. Tambahafl
tembaran Negara Republik Indonesia NOrTlOr4400)·;

7~ Undang,tJndang, Nomor 25, Tahun 2004 ·tentangi
Sistem, Perencanaan Pembangunan. Nasionali'
(lembaran Negara, Republik, 1ndOc'lSsia' TahlIl 2004
Nemer 104, Tambahan Lembaran Negsra; Republik
Indonesia· Nomor 4421);

8~ lkldang4J~ng Nomor ~32 Tahun 2004 tentang.
Pemerintahan Oaefah (Lembaran Negara Republik
Indonesici TahlIl 2004 Nomor 125, tambahan
lembaran Negara Repubfik Ii'ldonesia
Nemor 44~7), sebagaima~ telah ~pa, #(ali
diubah t~khir denQan UhdanQ-Undang:Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pen.Wlan f<edua atas lJnd .. ~
Und8ng ~ornor32 Tahun 2004 tentanglP~ri~h~
Daerah (~mbaran Negara Republik Indo~a Tahun
2008 Nomor 59, Tamb$han Lembarari Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)~

9~ Undang-llndang Nomor '33 Tabun 2004 tentang
Perimban~ K~ngan antara Pemerintah~ dan
Penlerintahan Daefah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahu'l 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4838);

10. Undang-,Undang Nomor 1'0 Tahun 2010 tentang
Anggaran pendapatan dan Betanja ~ Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tatwn 2010 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara, Nomor 5167);

11. Peraturan Penlf.¥intah Nomor 55 Tahun 200$ tentang
Dana PerimbcW1gan(tembaran Negara' Republik
Indonesia TahUl 2005 Nomor 131; T$mbahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575};

12. Peraturan Pern8:intah Nom« 58 TahUn 2005 tentang
Pengelotaan Keuaogan O$er8h (Lembaran, Negara



RepubfiJ( lndonesia' Tahun 2005 Nomor 140~
Tambahan Lembaran' Negara: Aepubfik .Indonesia,
Nomor'4578)~

1-3. Per:cduran. Pemerinfah 'Nomof: 38 J~ 2001 'tentang:
Pernbagan ~P~han·"'Pem~ ...
~, ·Daerah' PRMnsi· d8n Pemennlahan·
Daerah KabupatenlKota (lembaran' Negara, RepubDk
Indonesia Tahun 2007/ Nomor 2~' Tambah.n
Lembaran Negara, Republik fndonesia'Nomor 4737};

14. Peraturan Pemertmah Nornor 19 Jahun 2010 tentang.
Tata Cara Pel;iksanaan TUQ~ dart W$Werl$r:lQsert8
Kedud~ keuangan GubemU" S$bagal Wakil
Pemerintah, di WiJayah Provinsi. (Lembarari Negara
Republk Indonesia' Tabun 2010 Nomor 25,
Tambahan lembaran Negara Repub6k IndoneSia
Nomor 5107);

15. Keputusan Presiden Nomor 561PTahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59~Tahun

2OfJ1 tentang Perubahan Peraturan Menteri ~m
Negeri Nomor.. 13 Tahun 2000 tentang Pectoman
Pengefolaan. Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
126JPMK0712010 tentang; Pelaksanaarl dan
Pertanggungjawan MggaanTransfer ke Daeratl;

18. Peraturan :MenteO Keuangan Nomor
230JPMK0712010 tentang AIokasi Dana Otonomi
Khususdan Dana Tambahan InftastruktUr. Provinsi
Papua dan PrQvinSi Papu$ Barat Tahun Anggaran
2011·,

19. Keputusan Menteri Keuangan NomOI'
47IKMK07f2002 tentang Tata cara Pertyalun!in Dana
Otonome-r<husus Papua;

20. Peraturan Daerah ProvinSi Papua Baret Nomor 1
Tahoo .2011 tentang Anggaran Pendapat$n dan
Belanja Daerah Tahun Mggaran 2011 (L$mbar$Ji
Oaerah Provinsi Papua Batat Nomor 41);

21. Peraturan Gubemur Nomor 6 Tahun 2010 tentaMg
Pelaksanaan 'dan .Pet'1anggUngjawa Anggaran
Bantuan ~ Dana Otonomi KhusUs dan
Tambahan Dana hlfi-asUuktur Kepad$ Pemerin~h
KabupatenlK_.

f'



Pasal3
Rincian Ak>kasi Dana Otsus pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan
Kota adalah : -
a. Dana Otonomi Khusus yang dialokasilaill1untuk PlOv;n$i adafah

sebesar 30 % dati total Dana Otonomi KhUSUSBagi Provinsi Papua
Barat Rf>.1.353.1'96.948.950,- (Satu TrHiun 1iga Ratus Lima Pt,(Iuh
Tiga Mlliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan RalUs
Empat Puluh Oelapan RtblJ Sembn,n Ratus Uma Puluh Rupiah)
&tau sebesar Rp. 405.959.084.685,- (Empat Ratus U~ Miliar
Sembilan Ratus Uma Puluh Sembi1an Juta Delapan Pulu,", Empat
Ribu Enam Ratus Delapan PuJuh Uma Rupiah). dan unt¥Jk Dana
Tambahan rmastruktur Bagi Provinsi sebesar
Rp. 600.000.000.;000,- (1:nam Raws MiUar:Rupiah);

Pa,al2
Dana Otonomi Khusus dan dana tambahan Infrastruidur
sebagaimana dimaksud dalam Pasat l' digunakan un{uk
Pembangunan, Penl'ngkatan dan Pemeliharaan Sidang Pendidikan,
Kesehatan. Ekonomi Kerakyatan, Infrasm..ktu r, Affirmativ$ Action
bagi Putra-Putri AsU Papua, 000 dan R'ESPEK yaog teJah
dituang,kan didalam nota Kesepakatan Gul:)emur, Papua Barat dan
CPR Papua Barat tentang Rencana Deflnitif Program Kegiafan
pembangunan Tahun 2011.

Pasal'1;
Dana Otonomi Khusus Provins;: Papua Barat Tahun Aliggar.an 20:11
berdasarkan Peraturan Menteri' Keuangan Nomor ~IPMK..07f2010
Pa~1 2 h~ruf b di t~kail sebesar Rp~ 1.353.1196.948~95C),~(S~tu
Toliun riga Ratus Lima Pullth Tiga Minar'Seratus SembU.,: Pu,uh
Enam Juta Sembilan Ratt;s Emp. Puluh Oetapan. Ribu $emb~an
Ratus lima Putuh Rupiah) dan berdasatkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 23Q1PMK.0712010Tahuo 2010 Panl 3 hUM b,
Dana Tambahan InfraStrukt~r,Provirl$i Papua: Barat adalah sebesar
Rp. 600.000.000.000.- (Enam Ratus Mfliar Rupiah).

PERAtURAN: GUBERNIJIt , PAPUA BARATTENT.NG,. ~OKASI;DANA':tOT_M': KHU$lIS'
DAN!:p~,t~~ INFMSTRUNTURTAHUN
ANGGARANl 20111•

Menetapkan :

Mi:MtfTUSKAN:

•



b. Da'_ otonomi ~,Untuk 10 Kabupa~ d., 1 Kota adaIah
sebesar 70 %. dari total Dana Otonomi'Khu$Js Bagi Provinsi' Papua
Barat yaftu. ~~ .Rp~~7.237'~'~.i (S~bil8n RatlIs Empat
~. TuNh Miliar,~~.aatus T. PUIUIl T~tl;J~:Defa~ Ratus
E~ Puluh E~"R~ [)ua R$tJJs,er.m ~uh ~.R1aRupJahlr Dari
jumtall dana 70% tel¥but t~,. <fad~mr.y,a; .•dalSh Dana
~~iooal 154 Distilk sa PrOvinsi PapUa: B~ sebe8ar. Rp.
1:5.400~OOO~OOO,-(Uma Belas, MUyar Empet RabJ$ Juta' Rup~) dan:
D$la.RESPEK untok 1.366 Kampuogll<elur8han '~, 'Ptovinsi Papua;
Barat sebesar Rp. 136~600.000.000,- (Seratus Jiga ,Putu" Enam
Milyar'Enam Ratus Juta Rupiall) dengan nndan 8ebagai berikut :
1. Kabupaten Fakfak; DOD sebesar Rp~900.000.000 ...(SembUan

Ratus Jut$ RU,piahl untuk $embilan cftStrik;RESPEK iebe~r
Rp. 12.400.000.000i- (Duabelas Miliar Ernpat RatlfS Juta
Rupiah) untuk seratus dua putuh lima kampung:.

2. Kabupaten Kaimana;, DOD sebesar Rp. 7Qq~OOO.OOO.-(Tujuh
Ratus ~uta Rupiah) untuk tujuh distriJ<;ReSPEK sebeSar Rp,
8.600~qoO.OOO,-(Delapan MUiar Enam Raws Juts Rupiah)
untuk delapan pufuh enam kampung.

3. Kabup~en ,Tefuk Wondama; DOD S$asar Rp.
1.300.000.000,- (Sal4 Millar TIga Ratus Juta Ropiah) untuk
figs betas ,distrik; R'fSPEK sebes.af Rp. 7.600,OOO~OOOtO!'(Tujuh
Milia.. Enam R'atus Juta Rupiah) untuk Tujuh putu", enam
kampung.

4. Kabupaten Teluk Bintuni; 000 sebesar Rp,. 2.400.000.000,·
(Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah') untu.kdua pulu" empat
dismk; RESPEK sebesar Rp. 11.600.000.000,- (Sebelas Mil~r
Enam Ratus Juta Rupiah) untuk.seratus enarn be~s kampUngl

5. Kabu~ten Manokwari; 000 sebesar Rp. 2.900.000.000, ...
(Dua Miliar Sembitan Ratus Juts Rupiah) ontuJ<dua puluh
sembih:in distrik; RESPEK sebesar Rp. 42.100.000.000,·
(Etripat Puluh Dua Miliar Seratus Jute Rupiah) untuk ampat
ratus dua puluh satukampung.

6. Kabupaten Sorong Selatan;, DOD sebesar Rp. 1.300.000~OOO,,.
(Satu Miliar figa Ratus Juts Rupiah) untuk tiga belas distrik;
RESPEK sebesar Rp. 11.800.000.000,- (Sebelas Mil~r
Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk serates delapan betas
kampung.

7. Kabupaten Sorong; DOD iebesar Rp. 1.800.000.000,,, (Satu
Millar Detapan Ratus Juta Rupiah) untuk delapan balas' distrik;
RESPEK Sabesar Rp. 13.400.000.000,- (riga Belas Mili,ar



Empat Ratus: Juta, RUPiah)- untuk seratus tiga puluh empat
kampung;.

8. Kabupaten Raja Ampat; 000 sebe~r Rp~ 1.700.000.000:,.
(Setu Minar Tul~h Ratu8 Juta: R~hl untuk·tuluh belas.distrik;
RE$PEK sebessr Rp. 9t800~OOO~OOO,-.·(Sembi'an: MKiar
Delapan Ratus Juts' Rupiah) untuk :sembifan: puluh detapan
kampung'.

9. Kola Sorong~000 sebesafRp. 600:.000~OOO:,,-(Enam. Ratus
Jut$' Rupiah) untuk, enam ol$mk: RESPEK sebesar' Rp.
3.100.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah) untuk tiga
pulUh satu kampung,.

1O. Kabupat~n Tambrauw; 000, sebesar Rp. 700~OOO.OOO;- (TuJuh
Rat\Js Juta Rupiah) "ntuk \ujuh distrik; RESPEK seb$sar Rp.
5.300.000.000.· (Uma. Miliar figa Ratus Juta Rupiah) untuk
lima puluh liga kampung~

11. Kabupaten Maybrat; DOD sebesar Rp. 1.1OO.OOO~OOO,-(S$tu
Miliar Seratus Juta Rupiah) untuk sebelas dislrtk; RESPEK
sebesar Rp. 10.900.000.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus
Juta Rupiah) untuk seratus sembiIan kampung.

c. Hasil Selisih PeAgurangan Total-Dana 70% Rp~947.237.862.165.
(Sembitah Ratus Empat Putuh.Tujuh Miliar Oua RatUs Tiga PtJUh
Tujuh Ju'ta Delapan Ratus En;gm Null [)Ua Ribu SeratUs Eoam
Puluh lima Rupiah» dengan Oan~ Operasional Disttik (Rp.
15.400.000.000,- (lima Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah»
dan Respek (Rp.' 136.600.000,OOO~-(Sel'atus Tiga Puluh Enam
MUyar Enam Ratus Juts R~piatl)l~ yaitu sebesar Rp.
795.237.862.165,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Dus
Ratus figa Puluh, Tujuh Juta Oelapan Ratus Enam Puluh Dua
Ribu ~ratus Enam Puluh Uma Rupiah) :telanjutnya diberfakukan
skenario pemerataan sebesar Rp. 35.000.000.000' (Tiga Pu{uh
Uma Millar) kepada masing-masing KabupatenIKc;;ta (10
Kabupaten dan 1 Kota) ~ Provinsi Papua 'Barat. .

d. Selisih ,AlokaSiDana Otonomi Khusus (70%) bagi 1{) K$bupafen
dan 1 Kota yang telah dikurangi.DOD dan Respek, dikurangl total
skenario pemen1taan bagi 10 Kabupaten dan 1 Kota adafah sebe$ar
Rp. 410'.237.862.165.- (Empat Ratus Sepuluh Mifiar Due Raws TJga
Puluh Tujuh Juta Oelapan Rahls Enam puIuh Qua Ribu Seratus
Enam Puluh Uma Rupiah). Hasil pengutangan tersebut dimasukkan
kedalarn skenario pembObotan yang dialQkasikan kepada seluruh
Kabupaten/Kota dengan kriteria bobot was Wifayah (20%), jumlah
penduduk (15%). Indeks Kemahalal'l Konstruks' (20%) dan jumfah
penduduk asli Papua (45%). Dengan demikian Total alokasl Dana



· '>. Otonomi Khusus' UflbJk masing.-maSingK$bupatenlKOta 'dart hasil!
p8fi1jumlahan000; RESPEK"dan Alokasi: Pemerataan adalah:
seb8~i berikut: '
1) Kabupaten Fakfak seb_r Rp. 87.321,.004.~4 (Delap. A:

PuhJh TujUh MUyarr Tlga Ratus Dua Puluh Satu Juts, Empat
Ribu Empat Ratus Enam Puluh EPlpat Rupiah)·;.

2) Kabupaten Kaima~a, sebesar Rp. 8Ol~65.~55.543\(Delapan
Puluh Mifyar Tiga, Ratus Enain Puluh Limtl: Juta: Tig,a Rat\l$;
Uma Puluh LimaRibu Lima Ratus Empat Puiuh Tlga:R'upiahl;

3) Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 664051.754.926'
(Enam PuJuhEnam Milyar Urns Puluh Satu Juta TUjuh Ratus'
lima Puluh 'Empat Hibu $embUan Ratus bua Pufut) Enarn,
Rupiah);

4) Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 91,283.493.6~8
(Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Rarus a,'apan Puluh Tiga
Juts Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga ~ibu ,Enaffl' Ratus
Delapan Betas Rupiah); ,

5) Kabupaten Manokwari sebesar Rp. 163.081.687.219 ($eratus
Ertam Puluh Tiga Milyar Detapan Puluh Satu Juta Enam Ratus
Oelapan Puluh Tuju Ribu Qua Ratus Sembilan B.s Rupiah);

6) Kabupaten $orong, SeJatan -Sebesar Rp'; 7Et177.442.8·~5
(Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta
Empat Ra,tus Empat Pufuh Dua Ribu Delapan': Ratus Dua
Puluh Lima Rupiah);

7) Kabupaten Sorong sebesar Rp. 81.251.061.745 (Delap.n
Puluh 'Satu Milyar Qua R.tus Urn&- PuhJh Satu Juta' Enarn
Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Uma Rupiah');

8) Kab~paten Raja Ampat sebesar Rp. 78.318.327.187 (Tujuh
Pul~h Delapan MUyar Tiga Ratus Oelapan Belas Juta Tiga Ra~us
Oua: PuluhTujuh Ribu Seratus Delapan Puluh tujuh Rupiah);, .

9) KOt~ Sorong sebeear Rp. 89.530.424.240. (Qe1apan PU,I~h
Serribilan Milyar Uma Ratus Tiga Puluh Juts Empat RWs Dua
Pu~h Empat Ribu Qua: Ratus Empat PuJuhRupiah);

10) Ka~upaten Tambrauw sebesar Rp. 56.250.591.704, .. (Lima
Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Pufuh Juts Lima Ratl,Js
Sembii~mPuluh Tujuh Ribu Tujuh Rarus Empat RtJPiah};

11) Kabupaten Maybrat sebesar Rp. n.606.112.696,.. (Tujuh
Pul.uh Tujuh Milyar Enam ~atus Eoarn Juts Tujuh Ratus Dua
Belas Ribu Enam R.tus Sembilan Puluh Enam RUpiah)~



----- --~------ --------------

Pasall
PeraturanGubemur tni mulai berlaku ~k t$nggaldiul'Jdangf(an.

- Pasal7
Satuan Kerja Perangl<at Daerah Provinsi dan BupatilWalikQta yang
diberi tanggungjawab mengefo~ dan mempertanggung jawabkan
dana yang tetah dialotcasikan sesuai peruntukkannya wajib membuat
laporan pertanggung jawaban secara transparan, akuntabel dan
_tepat waktu. -

PasaiS'
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten
dan Kota sesuai: Sasaran Prioritas dan -Ren<:ana Difinitif ;'
sebagaimana dimaksud dstam Passl 4 huruf a dan huruf b.
Keputusan ini agar mendapat persetujuan dan Gubemur me)al~i Tim
Asiste~i Provinsi yang terdiri dati BAPPEDA Provinsi Pap~a Barat
dan Badan Pengelofa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Barat. '

Paul 6
Proses _P.encairan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
InfrastruktUr dalam rangka Ot0llomi Khusu$ PrQvinsi Papua Barat
sebagaimana dimaksud ~alam Pasa. 3 fluruf a dan huruf b
dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :
8. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Juni 2011 sebesar 45

o/Q',
b. Tahap kedua dilaksanakan pads bulan September 2011 sebesar

40%;
c. Tahap ketiga ,dHaksanakanpada bulan Nopember '2011 sebesar

150/0.
Dengan mernpertimbangkan Draping Dana dan Pemerintah Pusat
berdaserkan penyampaian pertanggung jawaban dari masing
rnasing KabupatenIKota.

Pasat'4
Penggunsara. Pagu Dana sebagaimana dimaksud dafam Pa$813,
huruf ai,b, c dan huM d mengacu pada; :
8. Sasaratt PrIorita$ yang telah ditetapkan oleh Gubemut Papua

Barat;
b. Nota KesepakataA Gubemur dan DPRD Provinsi Papt:la Barat

tentan~ Rencana Dffinitlf Program dan Kegiatan PembanguAan
Tahun2011'.

-------------------------:-----------I~~----.------,-~-----_.----
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BERITA OAERAH PROVINSIPAPUABARA! TAHUN ~011NOMOR 158

MARTHEN LUTHES ·RUMADA$

Diuf,ldangkan di Manokwarj:
pads tanggal18' Maret 2011
SEKRETARIS nAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPfTTl).

Agar setiap orang meng~lnya. tnemerir1tahkan peng~Jndangan
. PeratLnn Guberbur ini &tngan penempatannya kedafam Beiita
Daerah Provins; PapuaBaral .

Ditel.ap~ di'Manokwari;
pad.-tanftal/11 Maret20~t

GtlB~NU.PA.UA SMAT,

. CAP/T11)'

ABRAtJAM O. ATURURI'


